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Abstract

This study aims to internalize the value of Tri Kaya Parisudha on tax
compliance model. Method used was qualitative interpretive through
in-depth interviews. The research results in the internalization of Tri
Kaya Parisudha values which are rooted in the daily life of the
community as the foundation for the practice of fulfilling the tax
obligations of individual taxpayers. This tax compliance behavior is a
proposed model for the tax compliance of individual taxpayers. The
novelty of the research is a model of locality values as the foundation
of compliance. This research contributes to the tax authority as a basis
for developing policies towards better raxpayers’ compliance.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai Tri Kaya
Parisudha pada model kepatuhan pajak. Metode yang digunakan
adalah kualitatif interpretif melalui wawancara mendalam. Hasil
penelitian berupa internalisasi nilai Tri Kaya Parisudha yang mengakar
dalam keseharian masyarakat menjadi fondasi praktik pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Perilaku pemenuhan
kewajiban pajak ini menjadi usulan model kepatuhan pajak wajib pajak
orang pribadi. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan nilai
lokalitas sebagai fondasi kepatuhan pajak. Penelitian ini berkontribusi
untuk menjadi pijakan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan
menuju kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

©Nole

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi utama dari masyarakat. Artinya, membayar pajak
penerimaan suatu negara, yang digunakan bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah
untuk memenuhi kebutuhan negara dalam keharusan yang mengikat warga suatu

upayanya  meningkatkan

kesejahteraan negara. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat
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menganggap kewajibannya membayar pajak
merupakan sebuah beban [1,2,3]. Hal
tersebut tercermin dalam laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019
yang menunjukkan prosentase pencapaian
penerimaan pajak sampai dengan bulan
Desember hanya menyentuh angka 84 % dari
target penerimaan dalam APBN [4].
Penerimaan pajak Indonesia kian merosot
dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan
pajak sepanjang Januari tahun 2020 hanya
menunjukkan angka 80,2 triliun, mengalami
penurunan sebesar 6,8 % dari tahun 2019.
Pemicu utama penurunan  kontribusi
penerimaan pajak tahun 2020 sebagai
implikasi dari adanya pandemi COVID-109.
Pandemi ini memberikan dampak penurunan
produktivitas kerja pada hampir semua sektor
terutama terlihat jelas pada pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
sebagai akibat  dari pemberlakuan
penghindaran penyebaran COVID-19 [5,6].
Untuk itu, diperlukan reformasi perpajakan
guna merangsang kembali laju pertumbuhan
semua lini yang terdampak agar kembali
stabil [7].

Reformasi perpajakan di tahun 1983
merupakan langkah awal pemerintah dalam
upayanya meningkatkan kepatuhan pajak.
Reformasi perpajakan ini meliputi
pembaruan peraturan-peraturan perpajakan,
serta perubahan dalam sistem pemungutan
pajak [8,9]. Penerapan Self Assesment System
(SAS), pemberlakuan sanksi pajak, hingga
kebijakan pengampunan pajak merupakan
bagian dari reformasi pajak tersebut. Namun,
rupanya langkah yang telah diambil
pemerintah  belum sepenuhnya berjalan
dengan baik. Pemberian tax amnesty belum
dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena
tujuan utama WP mengikuti tax amnesty
adalah menghindari pemeriksaan pajak [10].
Pelaksanaan SAS juga tidak dapat menjamin
kejujuran WP dalam melaporkan pajaknya
[11,12]. Penelitian yang dilakukan oleh
Diamastuti [13] menunjukkan bahwa SAS
cenderung membuka celah bagi WP untuk
melakukan tindakan penghindaran maupun
penggelapan pajak.

Tindakan WP  untuk  melakukan
penghindaran maupun penggelapan pajak
diakibatkan oleh kesalahan pola pikir WP
sebagai  manusia  ekonomikus  yang
dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith
untuk menggiring segala tindakan yang
menguntungkan secara ekonomi [14,15,16].
Penerapan SAS bisa berjalan efektif dengan
kondisi terdapat kepatuhan sukarela jangka
panjang wajib pajak. Dengan kata lain,
keberhasilan SAS bisa tercapai apabila ada
kesadaran serta kejujuran dari WP itu sendiri
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
[17]. Kesadaran dalam kepatuhan pajak akan
muncul dari  motivasi WP. Motivasi
kepatuhan WP tidak hanya terbentuk dari
pertimbangan ekonomi ataupun sanksi yang
akan diterima semata, melainkan aturan-
aturan yang mengikatnya baik sebagai
makhluk religius maupun makhluk sosial.

Pengaruh religiositas terhadap moral
pajak yang berujung pada kepatuhan pajak
ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan
Darmayasa dan Aneswari [18], konsultan
pajak dengan tingkat religiositas yang tinggi
tidak lagi memandang jumlah sebagai tujuan
utama, namun untuk mengedukasi pengguna
jasanya dalam pemenuhan kewajibannya
yang berujung pada peningkatan kepatuhan
WP. Darmayasa [19] menunjukkan bahwa
pemaknaan nilai wajar harta amnesti pajak
menggunakan nilai  ketulusan diyakini
mampu  menciptakan  kepatuhan secara
sukarela. Hasil serupa juga dijumpai pada
penelitian Yasa dan Prayudi [20] dengan
simpulan, nilai lokalitas yang diinterna-
lisasikan dalam penyucian pikiran, perkataan,
beserta  perbuatan  diyakini mampu
meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Fidiana telah [21] menunjukkan bahwa
pertimbangan  atas pembayaran  zakat
merupakan  bagian  dari  pemenuhan

kewajiban perpajakan dalam mendorong
masyarakat untuk patuh. Selain nilai
lokalitas, pada penelitian tersebut terkandung
norma sosial yang memengaruhi keputusan
seseorang untuk patuh. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Bobek,
Hageman, dan Kelliher [22], serta Jimenez
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dan lyer [23] yang menyatakan bahwa
kepatuhan pajak secara tidak langsung
dipengaruhi oleh norma sosial (norma
deskriptif, norma injugtif, dan norma

subjektif) melalui internalisasi sebagai norma
pribadi.

Bercermin dari berbagai hasil penelitian
sebelumnya seperti penelitian Darmayasa
[18,19], Yasa dan Prayudi [20], Fidiana [21],
Bobek dkk [22], serta Jimenez dan lyer [23],
peneliti memandang belum adanya solusi
yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu
yang tertuang dalam model kepatuhan.
Peneliti meyakini nilai lokalitas sebagai nilai
yang mengakar dalam keseharian masyarakat
dapat menjadi akar nilai nasional yang
mampu menuntun perilaku masyarakat dalam
kesehariannya. Kepatuhan pajak SAS tidak
dapat berjalan sendiri tanpa internalisasi
kearifan lokal yang kuat tertanam sebagai
budaya suatu daerah. Nilai lokalitas yang
digunakan pada penelitian ini adalah nilai
lokalitas daerah masyarakat Bali yaitu Tri
Kaya Parisudha (TKP). Nilai TKP relevan
menjadi nilai yang memandang bahwa
berpikir, berkata, dan berbuat yang baik
merupakan suatu tindakan kepatuhan.
Mengakarnya nilai lokalitas ini dalam
cakupan nasional diharapkan dapat menjadi
suatu pendekatan untuk usaha kecil mikro
menengah mulai dari lokal menuju nasional.
Peneliti meyakini nilai lokalitas belum
banyak diteliti khususnya dalam penelitian
kualitatif berupa usulan nilai lokalitas
menjadi fondasi model kepatuhan pajak.
Penelitian Budiasih, dkk [24] menggunakan
nilai lokalitas Tri Hita Karana dalam
meneliti dampak nilai THK pada penggunaan
sistem informasi akuntansi, penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dan masih
berfokus pada sudut pandang akuntansi.
Penelitian Yasa dan Prayudi [20] menguji
peran nilai TKP terhadap perwujudan etika
berbasis nilai  lokal sebagai upaya
meningkatkan perilaku kepatuhan wajib
pajak, penelitian ini menggunakan SEM
sebagai alat analisis. Penelitian Parasitic [25]
menggunakan salah satu aspek nilai TKP
yaitu Manacika Parisudha dalam

menjelaskan  keputusan  etis  auditor,
penelitian ini  menggunakan pendekatan
kualitatif, namun  belum  sepenuhnya

menggunakan nilai TKP. Penelitian Yasa,
Martadinata, dan Astawa [26] menggunakan
nilai TKP sebagai dasar penggunaan strategi
pelayanan dan  menguji  pengaruhnya
terhadap performa dan nilai bisnis dengan
menggunakan SEM sebagai alat analisisnya.
Penelitian saat ini yang menggunakan nilai
TKP masih terbatas khususnya pada tataran
usulan model kepatuhan pajak. Adapun
pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana
peran nilai lokalitas terhadap peningkatan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian ini berupaya untuk
mengetengahkan nilai lokalitas sebagai

fondasi dasar peningkatan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi (WPOP). Peneliti
menghadirkan konsep nilai TKP yang
merupakan  perwujudan  kearifan lokal

masyarakat Bali yang telah menjadi pedoman
berperilaku masyarakat dalam kesehariannya
[27]. Penelitian ini memiliki beberapa
pembaharuan, yaitu: menggunakan nilai
lokalitas dan norma sosial sebagai fondasi
dasar kepatuhan pajak, pendekatan kualitatif
yang mampu menggali pemahaman yang
mendalam terhadap kepatuhan WPOP, dan
kontribusi teoretis beserta kontribusi praktis
sesuai dengan program reformasi Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu
sumbangsih pemikiran peneliti.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif untuk menjawab bagaimana peran
nilai lokalitas sebagai fondasi kepatuhan
WPOP. Metode kualitatif interpretif dalam
memahami persepi WPOP terkait dengan
pandangannya  terhadap pajak  dan
pemenuhan kewajiban pajak saat ini. Metode
interpretif menjadi metode yang relevan dan
sesuai untuk menjawab tujuan maupun
pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif
pada umumnya merujuk pada penggunaan
data kualitatif yang dianalisis melalui
subjektivitas peran peneliti sebagai instrumen
penelitian [28]. Sesuai dengan keunggulan
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penelitian kualitatif menurut Qutoshi [29],
peneliti melakukan wawancara penelitian
secara tidak terstruktur dan mendalam
terhadap beberapa informan kunci penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti merupakan
pihak pewawancara dan terwawancara adalah
informan kunci penelitian. Peneliti selalu
memegang teguh kode etik penelitian dengan
memohon izin terlebih dahulu pada saat
merekam  sepanjang proses wawancara
penelitian. Kode etik lainnya yang peneliti
tegakkan adalah kerahasiaan nama informan
penelitian mengacu pada Pasal 34 UU
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP).

Objek penelitian yaitu WPOP mengingat
belakangan ini, WPOP merupakan salah satu
WP vyang berkontribusi tinggi terhadap
penerimaan pajak. Peneliti menetapkan
WPOP vyang melakukan kegiatan usaha
sebagai objek penelitian dengan
mempertimbangkan WPOP tersebut
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
SAS. Pentingnya peran dari WPOP
menjadikannya sangat strategis sebagai
penopang penerimaan pajak sehingga tepat
menjadi  situs atau objek penelitian.
Kamayanti [31] menyarankan pengumpulan
data melalui wawancara yang membutuhkan
kedekatan (rapport) antara peneliti dengan
informan  sehingga  peneliti  mampu
memperoleh data secara alamiah.

Karakteristik penelitian kualitatif
memberikan peran terhadap peneliti menjadi
instrumen kunci dalam penelitian mulai dari
pengumpulan dan penafsiran data. Sebagai
subjek penelitian, pengetahuan, pengalaman,
dan nilai yang ada pada diri peneliti dapat
dituangkan pada tema-tema penelitian. Hal
ini mengacu pandangan Wahyuni [32] bahwa
penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh
subjektivitas peneliti bahkan peneliti mampu

mengobjektifkan data-data subjektif.
Penggalian pemahaman dan
pandangan  informan  kunci,  peneliti

diperkenankan secara langsung berinteraksi
dengan situs (objek) penelitian. Situs (objek)

penelitian ini merupakan WPOP dengan
pertimbangan pentingnya peran WPOP
sebagai penopang penerimaan pajak. Perlu
digarisbawahi bahwa penelitian ini hanya
mengambil situs (objek) penelitian dengan
Kriteria tertentu sebagai batasan penelitian,
dan implikasi ilmiahnya hasil penelitian tidak
bisa digeneralisasikan [33,34]. Peneliti juga
telah menetapkan kriteria informan kunci
penelitian yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman  tentang kepatuhan  pajak
sehingga sesuai dengan tema penelitian.

Kriteria informan kunci penelitian
adalah informan yang memiliki pengetahuan
dan  pengalaman  dalam  pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Mengingat dalam
penelitian ini ada upaya untuk memusatkan
dan menyeimbangkan persepsi kepatuhan
pajak melalui nilai lokalitas Tri Kaya
Parisudha. Tri berarti 3 (tiga), Kaya
mengandung arti bagian atau badan, Pari
bisa diterjemahkan menjadi menyeluruh kata
lainnya sempurna dan Sudha mengandung
arti bersih atau murni. Poin penting dari
ajaran Tri Kaya Parisudha yang terdiri dari
berpikir baik atau Manacika, berkata baik
atau Wacika dan berbuat yang baik atau
Kayika [35]. Nilai lokalitas ini dipandang
tepat untuk menetapkan informan kunci yang
memiliki keyakinan agama Hindu.

Peneliti mengklasifikasikan informan
kunci menjadi tiga klasifikasi informan yang
berlatar belakang akademisi pajak, konsultan
pajak, dan WPOP. Informan merupakan

representasi dari UMKM sesuai dengan
Klasifikasi dan kriterianya [36]. Nama
informan, peran serta rencana waktu

wawancara disajikan pada Tabel 1.

Hasil pengumpulan data dituangkan
dalam manuskrip  wawancara  yang
selanjutnya  dikategorikan  berdasarkan
beberapa tema penelitian. Tema penelitian
diawali dengan pandangan umum WPOP
terhadap kepatuhan, nilai lokalitas serta
norma sosial. Tema selanjutnya adalah
memusatkan nilai lokalitas sebagai fondasi
kepatuhan. Selanjutnya menghadirkan norma
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Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama Waktu
Peran
Informan Wawancara
Ibu Nengah WPOP dengan satu sumber penghasilan dan memiliki 01-Jul-20
usaha sampingan
Bapak Nyoman WPOP dengan beberapa sumber penghasilan 30-Jun-20
Bapak Komang WPOP UMKM 24-Sep-20
Bapak Made WPOP UMKM 29-Sep-20
Bapak Wayan Berperan sebagai konsultan pajak 01-Jul-20
Bapak Putu Berperan sebagai akademisi perpajakan 23-Jul-20
Keterangan: Nama samaran sesuai dengan Pasal 34 KUP
sosial sebagai tambahan penyeimbang “Kita dapat honor dipotong, Kkita
fondasi kepatuhan dan pada akhirnya dapat hibah dana  penelitian

menyeimbangkan peran nilai lokalitas, serta
norma sosial untuk merubah persepsi WPOP
terhadap kepatuhan. Penelitian kualitatif,
analisis  datanya  berlangsung  secara
bersamaan antara analisis data dengan
pengumpulan data [37]. Pada bagian akhir
penelitian sebagai esensi dari hasil penelitian,
peneliti menghadirkan usulan nilai lokalitas
dan norma sosial sebagai penyeimbang
persepsi kepatuhan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Pandangan WP Terhadap Pajak.
Penelusuran  peneliti  akan  pentingnya
terminologi pajak merujuk pada apa itu
pajak. Pajak sebagai sumber utama
penerimaan negara digunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Otoritas pajak
memiliki wewenang untuk memungut pajak
selama hal tersebut adalah untuk kepentingan
rakyat. Hal ini mencerminkan pandangan
“taxation without representative is robbery”.
Sepatutnya masyarakat memaknai
pembayaran pajak sebagai  kewajiban.
Namun, masyarakat masih menganggap
pajak sebagai suatu beban sehingga
memupuk rasa kurang ikhlas dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya
[38,39]. Selanjutnya, peneliti melakukan
penelusuran terhadap pandangan informan
dengan latar belakang wajib pajak orang
pribadi.

dipotong, jadi kita pasti mengikuti
bukti potongnya, tapi kalau di luar
itu.. yaa kadang-kadang kita tidak
melaporkan, karena kan kalau Kita
melaporkan, kita harus menambah
bayar pajak lagi.”

Sejalan dengan pandangan Bapak
Nyoman, Bapak Komang sebagai WPOP
UMKM dalam wawancara tersebut juga
menyampaikan hal serupa sebagai berikut.

“Kalau menurut saya sih beban,
karena nurunin keuntungan saya, iya
kan biasanya dapat untung ni dari
jualan, terus kalau saya bayar pajak
berkurang dong keuntungan saya,
karena saya tau pajak kulitnya saja,
jadi di mata saya ya beban”

“Saya taat pajak, tapi beban juga
bayar pajak”

Kurangnya pengetahuan tentang pajak
yang dimiliki Bapak Komang berujung pada
tumbuhnya rasa berat hati dalam melakukan
pembayaran pajak, walaupun begitu Bapak
Komang tetap menjalankan kewajiban
perpajakannya sebatas pengetahuannya saat
ini. Pandangan berbeda juga disampaikan
informan Bapak Putu dengan latar belakang
akademisi pajak sebagai berikut:
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“Baik, untuk honor yang ada di
kampus yang ada bukti potong dari
saya semua saya laporkan, kebetulan
bukti potong-bukti potong lainnya
yang bersifat final itu saya
masukkan dalam penghasilan final
sehingga tidak memengaruhi kurang
bayar dari pajak yang saya punya di
SPT.”

“Gaji, honor Kkepanitian, serdos-
sertifikasi dosen, dan sewa properti.
Terkait dengan gaji, serdos, dan
honor lainnya sudah ada bukti
potong, sedangkan untuk sewa dari
properti tidak ada bukti potong tapi
di sini saya membayar sendiri
karena sesuai aturan pajak bahwa
ehhhh sewa yang tidak dipotong
pihak lain wajib menyetor sendiri
dan itu saya laporkan di SPT.”

Pandangan Bapak Putu mencerminkan
bahwa beliau tidak keberatan untuk
melaporkan semua penghasilan yang beliau
miliki walaupun atas penghasilan tersebut
muncul  tambahan  kewajiban  untuk
membayar pajak. Hal tersebut juga
mengindikasikan bahwa Bapak Putu telah
menjalankan kepatuhan pajaknya secara
material. Berbeda dengan pandangan Bapak
Putu, pernyataan dari Bapak Nyoman
menunjukkan terdapat rasa berat hati dalam
membayar pajak yang timbul atas selisih
penghasilan beliau dalam hal ini adalah PPh
Pasal 29. Pandangan informan telah
mengindikasikan bahwa Bapak Nyoman
masih menganggap membayar pajak adalah
suatu beban. Hal ini sejalan dengan
penelitian Darmayasa [38] bahwa terdapat
kecenderungan WP  hanya memenuhi
kewajiban formal saja. Sehingga, pandangan
wajib pajak orang pribadi secara tidak
langsung hanya menyentuh kewajiban formal
semata. Hal tersebut merupakan suatu
resistensi.

Resistensi WP untuk membayar pajak
juga dimotivasi oleh prinsip bahwa setiap
pengorbanan ekonomi harus memberikan
manfaat ekonomi sebagai imbalan. Saat

membayar pajak, WP tidak mendapatkan
imbalan secara langsung tetapi dengan
memperoleh pelayanan, fasilitas umum yang
memadai dan menikmati pembangunan
infrastuktur. Namun, nampaknya manfaat
yang diberikan pemerintah sebagai imbalan
belum dapat dirasakan oleh masyarakat.
Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Ibu
Nengah sebagai WPOP pemilik usaha
melalui pandangannya sebagai berikut:

“Emm, sementara sih belum begitu
terasa, karena usahanya juga
omzetnya masih kecil, dan pajaknya
juga masih kita bayarkan dalam
jumlah yang kecil”

Mengamati pandangan lbu Nengah
terlihat bahwa pembayaran pajak tidak
menjadi beban, namun akan berbeda jika
nominalnya besar. Hal ini perlu dicermati
dengan  kebijakan yang  mendukung
tumbuhnya usaha dengan pungutan pajak
yang proporsional. Untuk itu pemerintah
perlu  melakukan perbaikan. Perubahan
menuju perbaikan dapat dicapai dengan
melakukan reformasi perpajakan secara
menyeluruh. Penyederhanaan peraturan harus
terus dilakukan sesuai dengan temuan dari
Indayani  [40] terkait penyederhanaan
ketentuan  pendaftaran WP  menjadi
pengusaha kena pajak. Seyogyanya reformasi
perpajakan ini  meliputi  pembaharuan
peraturan-peraturan perpajakan serta
perubahan dalam sistem pemungutan pajak.

Reformasi  pajak yang dilakukan
pemerintah untuk menanggulangi masalah
kepatuhan pajak nyatanya masih belum
mendapatkan ~ hasil  yang = memadai.
Diberlakukannya SAS yang memberikan

keleluasaan bagi WP sebagai bentuk
kepercayaan DJP kepada WP, justru
dicederai DJP dengan melakukan
pemeriksaan pajak yang semata-mata

mengejar penerimaan negara sebagai upaya
untuk menguji kepatuhan WP. Implikasinya
SAS Dbelum dapat dilaksanakan secara
maksimal karena kepatuhan yang ada pada
masyarakat saat ini masih berada pada
tataran keterpaksaan. Berikut merupakan
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pernyataan dari informan Bapak Nyoman
yang mengindikasikan bahwa kepatuhan
masyarakat masih pada tataran paksaan
sebagai berikut:

“Paksaan gara-gara memang wajib
seperti itu, boleh dikatakan Kita
terpaksa, mungkin lebih tepatnya,
patuhnya formal, formal artinya
yang dapat bukti potong, Kkita
laporin, harus lapor SPT tanggal 31
Maret yaa kita lapor.”

Pandangan Bapak Nyoman juga
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP
saat ini masih berada pada kepatuhan formal
belum mencapai kepatuhan material. Berbeda
dengan pendapat Bapak Nyoman, Bapak
Putu menyatakan bahwa kepatuhan material
sudah tercapai walaupun belum bisa terwujud
sepenuhnya sebagaimana kutipan wawancara
berikut:

“Dari sisi tatanan kepatuhan formal
dan material saya melihat di sini
kepatuhan secara material juga
sudah terpenuhi walaupun tidak
seratus persen wajib pajak patuh
secara material, tapi ditunjukkan
dengan adanya peningkatan-
peningkatan penerimaan negara dari
sektor pajak, dari tahun ke tahun
progres penerimaan negara dari
sektor pajak itu semakin
meningkat.”

“Apa penyebabnya, kemungkinan
dari kebijakan-kebijakan pemerintah
terkait dengan kemudahan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan
yang dapat mensugesti wajib pajak
yang selama ini mungkin eeee tidak
membayar pajak karena rumit,
susah, dan apanamanya sulit untuk
melakukan pelaporan perpajakan
dan pembayaran perpajakan..”

Berdasarkan pernyataan Bapak Putu,
dapat dipahami bahwa kebijakan serta sistem
perpajakan masih dianggap rumit bagi

sebagian besar masyarakat. Reformasi pajak
dengan tujuan untuk memberikan kemudahan
kepada WP untuk melapor, membayar, dan
menghitung perpajakannya akan memberikan
dorongan kepada WP untuk patuh secara
material. Selain diberlakukannya SAS,
reformasi pajak juga mencakup pembaruan
kebijakan  perpajakan dengan harapan
kebijakan tersebut dapat meningkatkan
kepatuhan WP. Sanksi administrasi berupa
denda, bunga, maupun kenaikan serta
pemeriksaan dilakukan DJP sebagai paksaan
terhadap WP untuk patuh [41]. Namun,
upaya tersebut sebagai law enforcement
justru membuat WP terjebak pada kepatuhan
paksaan, sebagaimana pendapat Bapak
Wayan sebagai konsultan pajak berikut ini:

“Em, kalau WP vyang berada di
Indonesia kecenderungan dia patuh,
karena kan ada sanksi pidana yang
mereka takutkan juga”

Paksaan yang dirasakan WP nampaknya
disadari oleh otoritas pajak. Untuk itu
otoritas pajak juga mengeluarkan kebijakan
sebagai stimulus kepatuhan sukarela WP.
Kebijakan berupa pengampunan pajak dan
PP 23 dikeluarkan pemerintah sebagai wujud
kebijakan berpihak bagi WP yang patuh
dengan  harapan dapat meningkatkan
kepatuhan sukarela. Bahkan pemerintah telah
mengeluarkan PMK 44 Tahun 2020
mengenai insentif pajak sebagai stimulus
kepatuhan pajak di tengah pandemi Covid-
19. Nyatanya, kebijakan tersebut belum dapat
dirasakan adil bagi sebagian masyarakat
sebagaimana yang disampaikan Bapak
Wayan berikut:

“Tetapi kalau mereka bergerak di
pariwisata, WPOP yang bergerak di
pariwisata.. dengan omzet di atas
48 itu kacau sekali, karena
kewajiban PPh 25nya tetep berjalan
sedangkan mereka sudah tidak ada
income.”

Begitu pula yang sudah dirasakan oleh
Bapak Made sebagai WPOP UMKM dan
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telah tertuang pada kutipan wawancara
berikut:

“Dengan penerapan PP No 23 tahun
2018 secara teknis cukup sederhana
dan tarifnya lebih kecil, Tapi terasa
berat di masa covid 19, mengurus
insentif pajak pada masa Covid-19
dirasakan ribet.”

Kendati telah dipermudah dengan
adanya kebijakan PP 23, Bapak Made masih
merasakan  adanya  kerumitan  dalam
administrasi perpajakan khususnya dalam
penerapan PMK 44 Tahun 2020. Kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan otoritas pajak
juga didukung oleh berbagai program yang
dijalankan DJP. Program-program seperti
sosialisasi, inklusi pajak, serta relawan pajak
telah dijalankan dalam rangka mengedukasi
masyarakat menuju kepatuhan sukarela.
Kendati demikian, program tersebut tidak
serta merta dapat meningkatkan kepatuhan
WP. Hal ini tercermin dalam pernyataan
informan Bapak Nyoman sebagai berikut:

“Inklusi pajak dan em, relawan
pajak ini dapat agak membantu WP
atau calon WP atau mahasiswa
untuk mengerti pajak, tapi gak jamin
lo, pas masuk dunia kerja bisa
berbeda, gak jamin mereka akan
mau patuh, kan semua kembali ke
lingkungan”

Pandangan serupa juga diajukan oleh
Bapak Putu sebagaimana kutipan wawancara
berikut:

“Terkait dengan ketimpangan wajib
pajak yang membayar pajak dan
wajib pajak yang tidak membayar
pajak, ini tentu akan memengaruhi
psikologis dari wajib pajak yang
membayar pajak, di mana wajib
pajak yang membayar pajak merasa
tidak adil, sehingga mungkin saja
wajib pajak tersebut akan ikut-
ikutan juga untuk membayar pajak

tidak sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.”

“Peran pemerintah di sini
bagaimana selaku regulator dan
pengawas itu mengawasi prilaku
self-assessment dari wajib pajak,
sehingga apa, sehingga keadilan
bagi semua wajib pajak itu
terpenuhi, di mana ketika wajib
pajak merasa adil maka akan
tercipta kepatuhan-kepatuhan baru

bagi wajib pajak yang belum
melaksanakan kepatuhan selama
ini.”

Pandangan Bapak Nyoman dan Bapak
Putu mengindikasikan bahwa lingkungan
sosial  seseorang dapat memengaruhi
keputusan WP untuk patuh. Keputusan ini
didorong oleh aspek psikologis WP atas
dasar rasa keadilan yang dirasakan. Untuk
itu, pemerintah sepatutnya lebih
memperhatikan bagaimana rasa keadilan bagi
WP vyang dapat dicapai. Sejalan dengan
pernyataan Bapak Nyoman dan Bapak Putu,
peneliti mencoba mengaitkan dengan hasil
penelitian Damayanti, Sutrisno, Subekti, dan
Baridwan  [42] dalam  penelitiannya
berpendapat bahwa kepatuhan WP yang
dahulu berfokus pada faktor ekonomi telah
bergeser menuju pendekatan sosial psikologi
yang menekankan pada faktor non ekonomi.
Dari berbagai teori psikologi, teori yang
mampu menjelaskan aspek perilaku wajib
pajak yaitu theory planned behavior [26,43].
Berdasarkan teori tersebut, perilaku WP
untuk patuh dalam melaksanakan
perpajakannya dipengaruhi oleh hal-hal di
sekitar WP. Nilai nasional berupa norma
sosial yang ada pada lingkungan sekitar WP
misalnya, diinternalisasikan menjadi norma
pribadi sehingga WP cenderung berperilaku
sesuai dengan norma tersebut. Selain aspek
psikologi, religiositas dari seseorang juga
perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang
memengaruhi perilaku WP. Menurut Basri,
Surya, Fitriasari, Novriyan, dan Tania [44]
religiositas merupakan nilai-nilai agama yang
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harus dianut seseorang. Sehingga dipilihlah
nilai Tri Kaya Parisudha (TKP), sebagai
nilai yang dianut masyarakat Hindu-Bali
dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan
selanjutnya diantarkan pada tema pemusatan
nilai lokalitas.

Pemusatan Nilai Lokalitas. Nilai
lokalitas merupakan nilai yang tertanam
dalam masyarakat yang berada pada daerah
tertentu dan memiliki perbedaan dengan
masyarakat yang menempati atau berada di
daerah lainnya. Bali yang terkenal dengan
berbagai destinasi wisatanya  telah
mengalami perkembangan sangat pesat di
bidang pariwisata. Namun hal tersebut tidak
serta merta melunturkan nilai-nilai luhur
agama Hindu yang mereka jalankan dengan
selaras. TKP merupakan nilai kearifan lokal
masyarakat Bali yang masih relevan di
tengah kehidupan modern yang sedang
melingkupinya. Nilai filosofi TKP berperan
sebagai pedoman  masyarakat dalam
kehidupan sehari-harinya [27].

Penelitian Barro dan McCleary [45]
dalam Damayanti dan lain-lain  [42]
menyatakan bahwa orientasi religiositas
berfungsi untuk mendorong perilaku tertentu.

TKP yang bersumber dari keyakinan
masyarakat Bali atas eksistensi Hukum
Karmaphala diyakini mampu menjadi
penghalang seseorang untuk melakukan

tindakan yang tidak etis [21]. Masyarakat
Bali percaya bahwa karma yang merupakan
perbuatan baik diyakini akan mendatangkan
phala dalam artian hasil yang sesuai dengan
perbuatannya begitupun sebaliknya [27].
Dengan kata lain, nilai tersebutlah yang
membingkai masyarakat untuk berperilaku
etis. Pendapat serupa juga disampaikan oleh
Bapak Nyoman dalam wawancara.

“Karmaphala itu boleh dikatakan
emm.. itu mungkin panduan ya, jadi
cara memahami karmaphala itu..

karena  karmaphala-lah  orang
berbuat baik, kalo tidak ada
karmaphala orang itu tidak ada

rambu-rambu”

Pendapat yang selaras
pernyataan  Bapak  Nyoman
disampaikan oleh Bapak Putu, yaitu:

dengan
juga

“Salah satunya bisa jadi adalah
percaya akan karmaphala, di mana,
bagi saya bahwa ketika kita berbuat

buruk  sekarang maka  akan
berdampak buruk juga di masa
depan, sehingga tentu ini Kita

hindari, artinya apa, artinya bahwa
pembayaran pajak sebaiknya ya
sesuai dengan kondisi apa adanya
sehingga  kedepan kita akan
mendapatkan hasil yang sesuai juga
dengan yang kita perbuat.”

“Tidak ada yang mengharapkan ke
depan menjadi lebih buruk, sehingga
apa, dengan adanya karmaphala
maka sebisa mungkin kita harus
berbuat baik di masa sekarang yang
harapannya  nanti  kita akan
mendapatkan hal yang baik pula di
masa mendatang. Nah, tentu, begitu
juga dengan pembayaran pajak,
bahwa kalau kita membayar pajak
secara jujur, maka dampak yang lain
juga kita akan dapat di masa
mendatang.”

Pandangan Bapak Putu mengindikasikan
bahwa beliau percaya setiap perbuatan buruk
akan memberikan dampak yang buruk juga.
Untuk menghindari hal tersebut dalam
praktik pemenuhan kewajiban perpajakan,
informan Bapak Putu melihat bahwa secara
normatif perbuatan saat ini akan memberikan
implikasi pada hasil di kemudian hari.
Demikian juga dengan praktik pemenuhan
kewajiban perpajakan, Bapak Putu meyakini
bahwa pembayaran pajak yang sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya akan memberikan
suasana tenang dalam hati wajib pajak di
kemudian hari. Bapak Putu dalam kehidupan
sehari-hari juga telah melakukan perbuatan
baik dengan berpedoman pada nilai TKP.
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TKP memiliki makna 3 (tiga) perilaku
yang disucikan, yaitu berpikir  suci
(manacika), berkata-kata yang jujur sesuai
dengan keadaan (wacika), dan selalu berbuat
yang mencerminkan kebenaran (kayika).
Nilai TKP akan membentuk kesadaran untuk
berkomitmen dan selalu melakukan tindakan
yang benar, sehingga ada rasa cemas ketika
komitmen tersebut tidak dilaksanakan.
Komitmen dalam perbuatan baik dalam
artian takut dengan perbuatan dosa bisa
dalam bentuk praktik pembukuan dari usaha
[46], demikian juga praktik pemenuhan
kewajiban perpajakan.

“Untuk service charge-nya pun,
mereka karyawan kita tetap berikan
tanpa memungut apapun, full untuk
karyawan dan pajak pun riil sudah
pakai sistem untuk pembayaran
pajaknya”

Pernyataan yang diberikan Ibu Nengah
menunjukkan bahwa beliau telah berhasil
mengamalkan nilai TKP untuk patuh dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai
warga negara yang baik. Namun, nilai TKP
tersebut tidak dapat langsung memengaruhi
perilaku patuh WP sebagaimana disampaikan
oleh Bapak Made sebagai berikut:

“Nilai-nilai  tersebut  berdampak
pada WP, namun belum sepenuhnya
karena ada faktor internal seperti
rendahnya  pemahaman tentang
pajak”

“Secara perlahan-lahan bisa sejalan
dengan peningkatan pemahaman
terhadap kewajiban perpajakan”

Hal ini  dikarenakan  rendahnya
pengetahuan serta pemahaman mengenai
perpajakan dapat menghambat pengamalan
nilai TKP, untuk itu diperlukan edukasi
perpajakan yang memadai sehingga nilai
TKP secara perlahan dapat meningkatkan
kepatuhan WP. Pengamalan nilai TKP juga

memberikan  ketenangan  diri  maupun
kebahagiaan bagi diri sendiri sebagaimana
diungkapkan oleh Bapak Wayan berikut ini:

“Artinya  ketika  perusahaannya
mereka bayar pajak dan bilanglah
mungkin 90 atau, patuh terhadap
pajak jadi tidak ada kekhawatiran

akan biaya-biaya yang muncul
dikemudian  hari yang tidak
terduga.”

Pernyataan  dari  Bapak  Wayan

mengindikasikan bahwa ia telah mampu
memberikan edukasi yang baik kepada klien.

Tindakan etis Bapak Wayan sebagai
konsultan pajak mencerminkan tingkat
religiositas yang dimilikinya.  Sebagai

seorang konsultan pajak, Bapak Wayan
senantiasa mengedukasi  kliennya untuk
bersikap jujur. Edukasi perpajakan yang
diberikan Bapak Wayan berujung pada
kepatuhan pajak kliennya. Hal tersebut
tercermin dalam pernyataan Bapak Wayan
sebagai berikut:

“PHR  beberapa klien hampir
menyetorkan ~ 100%  PHRnya,
bahkan ada salah satunya yang di
Gianyar itu dapat award sebagai
pembayar terbesar di Gianyar”

Pernyataan Bapak Wayan mengindi-
kasikan, bahwa edukasi yang diberikannya
telah  meningkatkan  pengetahuan  dan
kesadaran pajak klien yang berujung pada
kepatuhan pajak kliennya. Hal tersebut
sejalan dengan pendapat Ali, Fjeldstad, dan
Sjursen [47] serta Kolodziej [48]. Perilaku
Bapak Wayan tersebut membuahkan hasil
berupa kepercayaan klien terhadap Bapak
Wayan yang berujung pada peningkatan
kepatuhan dari kliennya, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Bapak Komang dalam
wawancara sebagai berikut:

“.. jadi sedikit ngerti lah pajak dan
lebih ada keinginan bayar pajak”
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Bapak Komang menunjukkan bahwa
edukasi pajak yang ia dapatkan dari rekan
konsultan pajaknya menggerakkan hati
Bapak Komang untuk lebih patuh secara
material. Uraian berikutnya peneliti antarkan
pada internalisasi norma sosial.

Internalisasi Norma Sosial. Perilaku
kepatuhan WPOP tidak hanya dipengaruhi
oleh TKP sebagai nilai lokalitas tempat
tinggal WP. Penelitian Pope dan Mohdali
[49] menyatakan bahwa seseorang bisa saja
menjalankan religiositasnya dengan tujuan
lain, misalnya menyenangkan orang lain
bahkan untuk terhindar dari isolasi sosial.
Berdasarkan penelitian tersebut, maka
dipilihlah norma sosial sebagai nilai nasional
penyeimbang fondasi kepatuhan pajak.
Norma sosial merupakan pedoman yang
mampu mencegah suatu individu bertindak
menyimpang dari aturan maupun kebiasaan
yang ada pada masyarakat.

Norma  sosial mencakup  norma
deskriptif, norma injungtif, norma subjektif,
dan norma pribadi. Aturan yang berlaku
secara umum (norma injungtif), standar yang
terbentuk dari suatu tindakan dalam situasi
(norma deskriptif), maupun norma yang
dianut pihak ketiga (norma subjektif) dapat
memengaruhi norma pribadi seseorang.
Norma sosial secara tidak langsung
memengaruhi niat WPOP untuk berperilaku
patuh melalui internalisasi menjadi norma
pribadi [23].

Proses internalisasi cenderung lebih
cepat terbentuk melalui keterlibatan seorang
panutan melalui keteladanan. Teladan yang
dimaksud dapat berasal dari lingkungan
kerja, keluarga, maupun teman sejawat.
Apabila teladan tersebut berperilaku patuh,
maka besar kemungkinan WP untuk
mengimitasi  perilaku  patuh  tersebut.
Sebaliknya apabila orang-orang terdekat WP
menganggap ketidakpatuhan pajak sebagai
tindakan yang dapat diterima maka WP akan
menginternalisasikan tindakan tidak patuh
tersebut. Bapak Nyoman juga memberikan
pendapat yang  serupa, Sebagaimana
wawancara berikut ini:

“Kemudian lingkungan itu juga
tergantung dari masyarakat,
masyarakatnya tinggal di mana?
Kalo tinggal di pasar, lirik
temennya, kalo temennya gak bayar
ya dia ngikut gak bayar. Kalo dia di
perumahan, tetangganya gak bayar
ya.. dia ngikut gak bayar. Harus ada
orang yang bisa dijadikan panutan
dalam membayar pajak.”

Sejalan dengan Bapak Nyoman, Bapak
Made juga menyatakan hal serupa dalam
wawancara sebagai berikut:

“Faktor eksternal seperti rasa
keadilan, misal UMKM tetangga
tidak bayar pajak lancar-lancar saja”

“dan perubahan lingkungan yang
semakin positif terhadap pajak.”

Pernyataan Bapak Made menunjukkan
bahwa pandangan WP terhadap
lingkungannya berpengaruh terhadap
keputusan WP untuk berperilaku patuh.
Bapak Komang pun mengutarakan bahwa
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya,
Bapak Komang mendapat dorongan dari
orang-orang terdekat Bapak Komang
sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Ya, saya mau bayar pajak gara-
gara edukasi dari temen-temen sih”

Norma sosial diyakini mampu berperan
sebagai kontrol sosial karena diikuti oleh
sanksi sosial atas suatu tindakan yang
menyimpang. Sanksi sosial ini kerap kali
tidak dinyatakan secara terang-terangan,
dengan kata lain diberikan secara implisit.
Sanksi tersebut diberikan untuk memberikan
efek jera kepada pelanggar dengan harapan ia
tidak mengulangi tindakan menyimpang
yang dilakukannya.

Model-model  kepatuhan yang ada
sebelumnya belum dapat melibatkan nilai
lokalitas di dalamnya. Sehingga diperlukan
model kepatuhan baru berlandaskan nilai



140 Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol.5, No.2, September 2021, him. 129 - 144

lokalitas dan norma sosial. Untuk itu bahasan
selanjutnya peneliti antarkan pada usulan
model kepatuhan pajak berlandaskan nilai
lokalitas TKP dan norma sosial.

Usulan Model Kepatuhan Pajak
Berlandaskan  Nilai  Lokalitas yang
Mengakar pada Norma Sosial. Norma

sosial diyakini sebagai kontrol sosial yang
dapat memengaruhi setiap tindakan yang
dibuat individu termasuk keputusan WP
untuk patuh. Norma sosial merujuk pada
perilaku masyarakat pada umumnya di mana
dalam masyarakat tersebut terdapat orang-
orang terdekat WP. Di sini WP dapat
menginternalisasi nilai-nilai sosial maupun
nilai-nilai orang lain yang mereka anggap
penting dalam membentuk standar pribadi
mereka tentang perilaku yang dapat diterima.

Penginternalisasian norma sosial
menjadi norma pribadi dapat dilihat dari
perilaku sehari-hari individu. WP dengan
norma pribadi yang meyakini perilaku patuh
adalah perilaku yang benar cenderung akan
berperilaku patuh, begitu pula sebaliknya.
Sebagai nilai nasional, norma sosial tidak
bisa berdiri sendiri untuk membentuk
perilaku masyarakat. Oleh Kkarena itu,
diperlukan nilai lokalitas sebagai nilai luhur
yang diyakini masyarakat suatu daerah untuk
menyeimbangkan nilai tersebut.

TKP merupakan nilai lokalitas yang
peneliti gunakan sebagai penyeimbang
fondasi kepatuhan WPOP. TKP merujuk
pada pedoman seseorang untuk selalu
berperilaku dengan baik dan benar. Sebagai
suatu nilai yang menjadi pedoman dalam
kehidupan masyarakat, TKP berasal dari
kepercayaan masyarakat terhadap Hukum
Karmaphala yang memiliki esensi “apa yang
kau tanam, itu yang kau tuai”. Bahwa apa
yang didapatkan hari ini merupakan hasil
perbuatan terdahulu. Baik dan buruk yang
kita lakukan, cepat atau lambat akan kembali
pada diri kita. Dengan begitu masyarakat
dengan senantiasa mengamalkan nilai TKP
dalam kehidupan sehari-harinya.

Pengamalan nilai TKP untuk senantiasa
berpikir, berkata, dan berbuat baik akan
memunculkan sikap saling percaya diantara

WP dan otoritas pajak. WP yang telah
memiliki standar moral (norma pribadi) yang
tinggi untuk berperilaku patuh akan semakin
terdorong untuk berperilaku patuh melalui
pengamalan nilai  TKP. Namun tidak
demikian bagi sebagian WP, tidak
terinternalisasinya norma sosial yang baik
mengenai kepatuhan pajak menyebabkan
mereka cenderung memenuhi kewajiban
perpajakannya untuk menghindari sanksi
sosial. Dengan kata lain, WP tersebut
dianggap masih belum patuh karena perilaku
kepatuhan yang mereka tunjukkan masih
bersifat paksaan.

Peran paksaan yang dialami oleh WP
harus dihilangkan guna mencapai kepatuhan
sukarela. Untuk itu diperlukan penanaman
nilai lokalitas baik dalam diri WP maupun
pada diri otoritas pajak. Apabila individu
telah memahami konsep nilai TKP maka ia
akan dengan senantiasa memikirkan sebab-
akibat serta baik-buruknya suatu tindakan.
Pengamalan nilai TKP pada diri WP akan
mendorong WP untuk berpikir bahwa pajak
yang mereka bayarkan telah digunakan
dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Hal
tersebut akan membentuk komitmen untuk
berperilaku patuh.

Komitmen WP untuk patuh dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya
hendaknya diikuti dengan kepercayaan
otoritas pajak kepada WP. Hal ini tentunya
bukanlah hal yang sulit dicapai apabila nilai
lokalitas telah mengakar dalam diri WP
sebagai pedoman untuk berperilaku. Dengan
kata lain, untuk menggiring WP yang belum
patuh  menuju WP patuh diperlukan
penginternalisasian nilai TKP menjadi nilai
yang mengakar dalam norma pribadi WPOP.
Semakin kuat pemahaman WPOP terhadap
nilai TKP maka semakin mengakar nilai
tersebut, begitu pula sebaliknya. Namun hal
ini tidak dapat langsung merubah WP
menjadi patuh.

Penginternalisasian  nilai lokalitas
menjadi nilai yang mengakar dalam norma
pribadi WP, membutuhkan  proses
penyesuaian yang sangat dipengaruhi oleh
norma pribadi yang melingkupinya. Sebagai
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contoh apabila seorang WPOP ingin berlaku
patuh karena patuh adalah perbuatan yang
baik, namun ia juga percaya bahwa
berperilaku tidak patuh itu adalah hal yang
dapat diterima maka perilaku yang akan
ditunjukkan oleh WPOP tersebut akan
bergantung pada seberapa kuat nilai lokalitas
memengaruhi norma pribadi yang ia miliki.
Oleh karena itu, nilai lokalitas dan norma
pribadi hanya mampu mengantarkan WP
menuju patuh, tidak langsung menjadi WP
patuh. Usulan model kepatuhan pajak dengan
internalisasi nilai lokalitas pada norma sosial
disajikan pada Gambar 1.

Norma Deskriptif Norma Injungtif Norma Subjektif

¥

»  Norma Pribadi |«

Ad v

wp \ WP Belum Patuh
Patuh

-7 a Pro “‘\
Vi Srma Prip,. .
8 A

D Nilai
H Lokalitas
\

Nilai Lokalitas

\

- .

WP Z
Pa mh\ WP Menuju Patuh

Gambar 1. Usulan model kepatuhan pajak
dengan internalisasi nilai lokalitas yang
mengakar pada norma sosial

Usulan  model  kepatuhan  pajak
mencerminkan bahwa saat ini secara material
WPOP yang patuh lebih rendah dari WPOP
yang belum patuh. Melalui internalisasi nilai
lokalitas yang diyakini oleh informan
penelitian sudah mengakar dalam keseharian
seyogyanya diimplementasikan pada praktik
pemenuhan kewajiban perpajakan.
Internalisasi nilai lokalitas tidak terbatas pada
WPOP namun diterapkan pada otoritas pajak.

Model kepatuhan pajak WPOP dalam
perspektif otoritas pajak dalam memberikan
pelayanan kepada WPOP dan pijakan
penyusunan kebijakan yang berpihak dalam

pengertian tidak semata-mata mengejar
penerimaan negara. Dalam perspektif WPOP
sebagai panduan perilaku  pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagai wujud warga
negara yang baik demi kebaikan bersama.
Peneliti  menyadari  usulan  model
kepatuhan pajak ini tidak serta merta
mengakibatkan WPOP patuh. Diperlukan
adanya konsensus bersama akan pentingnya
pembayaran pajak demi pembangunan
bangsa dan negara. Dari sudut pandang
otoritas pajak, mereka memerlukan adanya
kerja sama dan partisipasi aktif WPOP untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya.
Demikian juga dengan WPOP yang
mengharapkan  adanya  profesionalisme

otoritas pajak dalam memberikan pelayanan
dan pijakan dalam penyusunan kebijakan-
kebijakan yang berpihak. Uraian berikutnya
peneliti antarkan pada kesimpulan penelitian
yang merupakan esensi dari tujuan penelitan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini  mengusulkan  model
kepatuhan pajak melalui internalisasi nilai
lokalitas pada model kepatuhan pajak. Nilai
lokalitas yang digunakan adalah Tri Kaya
Parisudha. Wawancara mendalam dengan
informan  penelitian dengan pendekatan
interpretif  mengantarkan  pada  esensi
penelitian bahwa norma pribadi dalam model
kepatuhan  saat ini  belum  mampu
mengantarkan wajib pajak orang pribadi
untuk patuh. Konsep nilai berpikir, berkata,
dan berbuat yang baik dalam nilai lokalitas
Tri Kaya Parisudha diyakini bisa menjadi
fondasi model kepatuhan pajak. Model
kepatuhan ini peneliti usulkan dengan nama
model kepatuhan pajak berlandaskan nilai Tri
Kaya Parisudha yang mengantarkan WPOP
menuju patuh.

Penelitian ini memberikan kontribusi
teoretis sebagai tambahan usulan model
kepatuhan WPOP yang berlandaskan nilai
lokalitas. Kontribusi kebijakan terhadap
otoritas pajak sebagai referensi dalam
penyusunan kebijakan perpajakan yang
berpihak kepada WPOP pemilik usaha.
Penelitian ini menjadi dasar kesesuaian
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antara nilai lokalitas yang mengakar pada diri
WPOP menjadi suatu tindakan patuh dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya
merupakan kontribusi praktikal penelitian.

Adapun keterbatasan penelitian ini
adalah  hasil  penelitian  tidak  bisa
digeneralisasikan sebagai implikasi
penelitian kualitatif. Selain itu, peneliti
belum dapat menggali pandangan otoritas
pajak yang berupaya untuk meningkatkan
kepatuhan sukarela WP UMKM. Peneliti
selanjutnya diharapkan melibatkan otoritas
pajak sebagai pembuat regulasi sebagai
informan penelitian. Perlu dipertimbangkan
penelitian selanjutnya memperhatikan jangka
waktu penggalian pandangan pemahaman
informan.
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